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Oknum Kadis
dan Kabid
Saling Tuding

PARIMO - Dua lemba-
ga penegak hukum di Kabu-
paten Parimo masing-mas-

ing, Kejaksaan Negeri (Keja-
ri) Parigi dan Kepolisian Re-
sort (Polres) Parimo, rupan-
ya bersama-sama memibidik
proyek yang diduga berma-
salah di Dinas Kependudu-
kan Catatan Sipil (Dukcapil)
Kabupaten Parimo.
Berdasarkan informasi

yang dihimpun media ini,
Kejari Parigi saat ini sedang
melakukan Pengumpulan Ba-
han Keterangan (Pulbaket)
terkait proyek pembangunan
gedungpelayanan Kartu Tan-
da Penduduk (KTP) yang di-
duga menyalahi Perpres No-

mor 70 tahun 2012 tentang

pengadaan barang dan jasa.

Bahkanbelumlamaini, Ke-
pala Kejaksaan Negeri (Kaja-
ri) Parigi, Widagdo SH yang
didampingi Kepala Seksi
Pidana Khusus (Kasi Pidsus)
Samsul SH, meninjau lang-
sung kondisi terakhir pem-
bangunan gedung tersebut.

Setelah melakukan peninjau-
an, pihakkejaksaan langsung
melakukan koordinasi den-
gan sejumlah pihak yang ada
kaitannya dengan proyek itu.
Diantaranya, sudah memintai
penjelasan Kepala Dinas (Ka-
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dis) Dukcapil Parimo, Tuti Ha-
middanKepalaBidang (Kabid)
Informasi dan Kependudukan
(Infoduk), SamsuNadjamudin.

Dari pengakuan Kadis, bah-
wa proyek tersebut sudah dik-
erjakan lebih awal sebelum di-
anggarkan. Alasan kadis, kare-
na gedung itu akan segera di-
gunakan. Pasalnya, tempat
pelayanan KTP sudah mem-
bludak. Tidakmampulagime-
nampung masyarakat yang
melakukan pengurusan KTP.
Dan yang mengetahui persis
proyek tersebut adalah Kabid
Info Duk, Samsu Nadjamudin.
Sebab, proyekitumelekatdibi-
dang Info Duk.

Sama halnya dengan Sam-
suNadjamudin, dia mengakui
bahwa proyek tersebut sudah
dikerjakan lebih awal, tapi be-
lum dianggarkan. Alasannya
sama dengan keterangan Ka-
dis, karena bangunan terse-
but sangat dibutuhkan untuk
pelayanan KTP. Dari keteran-

gan yang digali pihak kejak-

: _ saan, yang paling mengetahui
- tentangproyekituadalah Sam-

su Nadjamudin.
Pihak kejaksaan juga sem-

pat menduga, jika PPK dalam -

proyek itu adalah Samsu Nad-
jamudin. Ternyata, berdasar-
kan keterangan Samsu Nad-
jamudin, PPK proyek adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Parimo. “Kamimasih mempe-
lajari fisik bangunannya, nanti
diliatperkembangannya,” ujar
Kasi Pidsus Samsul SH kepa-
daRadar Sulteng, Rabu (18/8).

Sejakawal, oknum kadisdan
kabid, sudah saling tuding ter-
kait proyek dengan anggaran
sekitar Rp197jutatersebut. Ka-
disDukcapil, TutiHamid, yang

. sempatdicegatdikantor DPRD

Parimo, berdalih tidak menge-
tahuitentangproyekitu, pada-
hal yang bersangkutan men-
getahui bahwa proyek itu su-
dah dibangun lebih awal baru
kemudian dianggarkan. “Saya
tidak mengetahui proyek itu.
Sayahanyalihat-lihatdarijauh

saja. Yangtahu itiSamsu Nad-
jamudin,” tutur Tuti Hamid,
beberapa waktu lalu.

Sementara Samsu Nad-
jamudin yang dikonfirmasi
belum lama ini, mengatakan
dalam pengurusan proyek
tersebut, sebagai bawahan
dia hanya menjalankan per-
intah dari atasan dalam hal
ini Kadis Dukcapil Parimo.
Setelah semuanya dianggap
sudah sesuai prosedur, lang-
sung diajukan ke Komisi IV
DPRD Parimo, selaku mitra
Dukcapil Parimo.

Setelah diketuk palu di
DPRD, pembangunan ge-
dung tersebut langsung dilak-
sanakan. Padahalberdasarkan

~ informasi yang dihimpun dari

sejumlah anggota DPRD Pari-
mo, saatdiketukpalu, pemban-
gunan gedung tersebut sudah
50persen. Artinya, bahwaban-
gunan kantor pelayanan itu,
sudah dibangun lebih awal
dan tindakan itu diduga me-
nyalahi Perpres. Ditanya lagi
terkait hal itu, Samsu Nad-
jamudin, justru mengelak.

“Oo, kalauItusayatidaktahu.
Yangtahupersisitu DinasPU.
Saya bukan PPTK-nya. Saya
hanya ditugasi oleh Kadis,”
sambungnya.

Seperti diberitakan sebel-
umnya, KapolresParimoAKBP
Novia Jaya SH yang dikonfir-
masi koran ini, mengaku ten-
gah melakukan pendalaman
atas kasus tersebut. Dia men-
gatakan bahwa pihaknya su-
dah menurunkan anggota ke
lapangan untuk melakukan
pendalaman. Selain itu, Ka-
polres juga akan menyelidi-
ki apakah proyek itu benar-
benar menyalahi Perpres atau
tidak. Dengan memeriksa pi-
hak yang memahami tentang
pengadaan barang dan jasa.

Ditanya apakah sudah ada
pihak yang dimintai keteran-
gan, Noviamenjelaskan, untuk
saat ini belum ada. Akan teta-
pi, tidak menutup kemungki-
nan bakal ada pihak yangakan
dimintai keterangan. “Untuk
saat ini, kami masih sementa-
ra melakukan pendalaman,”
ujar Novia Jaya.(iwn)




